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Penelitian ini menganalisa pengaruh sikap ketidakpatuhan pajak, norma subjektif, dan 
kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk melakukan 
penggelapan pajak. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha dengan omzet dibawah 4,8 Miliar per tahun di Surabaya Barat. Sampel 
dalam penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling dan data dikumpulkan dengan 
pembagian kuesioner. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sikap ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak; norma subjektif 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak; 
dan kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk 
melakukan penggelapan pajak. Variabel yang paling dominan mempengaruhi niat wajib pajak 
untuk melakukan penggelapan pajak adalah norma subjektif karena memiliki nilai standard 
coeficient beta 0,509  
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This study examined the influence of noncompliance tax attitude, subjective norm, 
and perceived behavioral control against the individual taxpayer’s intention to 
perform tax evasion. The population was all of the individual taxpayers that 
conducting business with the turnover below 4,8 billion per year in West Surabaya. 
The sample in this study was determined by purposive sampling method and the data 
was collected with the distribution of questionnaires. The method of analysis used 
was multiple linear regression. Based on the results of the analysis it was indicated 
that noncompliance tax attitude had positive and significant impact on taxpayer’s 
intention to perform tax evasion; subjective norm had positive and significant impact 
on taxpayer’s intention to perform tax evasion; and perceived behavioral control had 
no impact on taxpayer’s intention to perform tax evasion. The most dominant 
variable that influenced taxpayer’s intention to perform tax evasion was subjective 
norm because it has a value of  standard coefficient beta 0,509. 
 





Salah satu kasus penggelapan pajak di 
Indonesia adalah kasus penggelapan pajak yang 
dilakukan oleh PT Asian Agri Group (AAG). PT 
AAG adalah salah satu induk usaha terbesar kedua 
di Grup Raja Garuda Mas, perusahaan milik 
Sukanto Tanoto. Kasus penggelapan yang sudah 
disidik selama sekitar tujuh tahun ini dilakukan 
dengan modus mengurangi pendapatan dan 
menaikkan pembiayaan. Hal ini dilakukan dengan 
cara transfer pricing. Ditjen Pajak Fuad Rahmany 
mengakui penggelapan pajak yang dilakukan Asian 
Agri Group tergolong paling canggih di Indonesia. 
Butuh waktu sekitar tujuh tahun untuk mengungkap 
kasus ini. Dari hasil penyidikan Ditjen Pajak, 
praktik penggelapan pajak yang dilakukan Asian 




Agri Group cukup canggih, sistematis, dan 
terencana. Fuad menyatakan PT AAG bahkan 
punya unit khusus yang mengatur penggelapan 
pajak ini (Setyowati, 2014). Hal ini membuktikan 
adanya niat dari PT AAG untuk melakukan 
penggelapan pajak karena penggelapan pajak 
tersebut dilakukan secara sistematis dan terencana. 
Menurut Permatasari & Laksito (2013) 
dan Defiandri (2010) yang dimaksud tax evasion 
atau penggelapan pajak adalah usaha/ cara untuk 
meminimalisasi atau bahkan menghapus sama 
sekali jumlah pajak yang terutang atau menggeser 
beban pajak yang terutang yang merupakan 
pelanggaran dan tidak sejalan dengan ketentuan 
perundang-undangan perpajakan. Tax evasion 
adalah salah satu bentuk ketidakpatuhan pajak. 
Penggelapan pajak tidak hanya dilakukan oleh 
wajib pajak badan seperti contoh kasus diatas, 
tetapi dapat juga dilakukan oleh wajib pajak orang 
pribadi. Terlebih dalam contoh kasus diatas, yang 
bertanggung jawab atas penggelapan pajak badan 
tersebut adalah tax manager yang mengurusi 
masalah perpajakan perusahaan dimana dia adalah 
individu yang memiliki niat melakukan 
penggelapan pajak.  
Mughal dan Akram (2012) menyatakan 
bahwa penggelapan pajak (tax evasion) dapat 
dideskripsikan sebagai kegiatan wajib pajak di 
mana mereka tidak patuh dan dengan sengaja 
melanggar undang-undang pajak dengan tujuan 
melarikan diri dari pembayaran pajak yang telah 
menjadi kewajibannya. Reskino, Rini, dan 
Novitasari (2013) menjabarkan contoh penggelapan 
pajak: (1) Melaporkan penjualan/pedapatan lebih 
kecil dari yang seharusnya; (2) 
Menggelembungkan biaya perusahaan dengan 
membebankan biaya fiktif; (3) Transaksi export 
fiktif; dan (4) Pemalsuan dokumen keuangan 
perusahaan. Kirchler, Maciejovsky, dan Schneider 
(2001) menyatakan penggelapan pajak (tax evasion) 
mengacu pada pengurangan pembayaran pajak 
yang dilakukan secara ilegal, misalnya dengan 
underreporting penghasilan atau dengan 
menyatakan pemotongan/pengurangan lebih tinggi. 
Menurut Kirchler et al (2001) penghindaran pajak 
dan penggelapan pajak memiliki efek negatif yang 
sama terhadap penerimaan/pendapatan negara. 
Dalam melaksanakan kewajibannya 
sebagai wajib pajak, perilaku wajib pajak untuk 
patuh atau tidak patuh dipengaruhi oleh niat wajib 
pajak tersebut untuk berperilaku apakah wajib 
pajak tersebut mau patuh atau tidak patuh. Theory 
of Planned Behavior (TPB) adalah salah satu 
model yang sering digunakan untuk meramalkan 
niat individu (Ajzen, 1991). Dalam teori ini, Ajzen 
(1991) menjelaskan bahwa perilaku individu 
dipengaruhi oleh niat (intention) individu untuk 
berperilaku. Sedangkan niat untuk berperilaku 
dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap 
perilaku (attitude toward behavior), norma 
subjektif (subjective norm), dan kontrol perilaku 
yang dipersepsikan (perceived behavioral control). 
Dengan demikian, perilaku individu untuk tidak 
patuh dan melakukan penggelapan pajak 
dipengaruhi oleh niat individu untuk melakukan 
penggelapan pajak tersebut. Sikap seseorang, 
pengaruh dari orang-orang sekitar yang 
direferensikan, serta kontrol perilaku yang 
dipersepsikan mempengaruhi niat orang tersebut 
untuk melakukan penggelapan pajak atau tidak. 
Penelitian yang meneliti niat dan perilaku 
ketidakpatuhan wajib pajak badan di Surabaya 
pernah dilakukan oleh Mustikasari (2007) dengan 
menggunakan model TPB dimana responden yang 
digunakan adalah tax professional untuk mewakili 
perilaku wajib pajak badan. Hasil penelitian 
Hidayat dan Nugroho (2010) tentang peran TPB 
dan kewajiban moral terhadap ketidakpatuhan 
pajak menunjukkan hanya variabel norma subjektif 
dan kewajiban moral yang memiliki pengaruh 
terhadap niat wajib pajak untuk tidak patuh. Hasil 
penelitian Oh dan Lim (2011) menunjukkan 
variabel sikap, norma subjektif, dan variabel 
demografis berpengaruh positif signifikan terhadap 
niat ketidakpatuhan pajak. Hasil penelitian Smart 
(2013) juga menunjukkan variabel sikap dan 
kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh 
signifikan terhadap niat untuk berperilaku patuh. 
Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah 
menguji apakah sikap ketidakpatuhan pajak, norma 
subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan 
berpengaruh terhadap niat wajib pajak orang 
pribadi untuk melakukan penggelapan pajak. 
Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki 
kegiatan usaha di Surabaya Barat dengan omset di 
bawah Rp 4,8 Miliar per tahun.  Berdasarkan latar 
belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah :  
1. Apakah sikap ketidakpatuhan pajak berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap niat Wajib Pajak 
Orang Pribadi untuk melakukan penggelapan pajak? 
2. Apakah norma subjektif berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap niat Wajib Pajak Orang Pribadi 
untuk melakukan penggelapan pajak? 
3. Apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 
Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melakukan 
penggelapan pajak? 
 
Theory of Planned Behavior (TPB) 
Menurut Ajzen (1991), teori ini 
menjelaskan bahwa niat berperilaku dapat 
menimbulkan perilaku yang akan dilakukan oleh 
individu. Sedangkan niat untuk berperilaku 
dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama adalah 
behavioral belief, yaitu keyakinan akan hasil dari 
suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap 
hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi 
atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku 




tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap 
(attitude). Kedua adalah normative belief, yaitu 
keyakinan individu terhadap harapan normatif 
individu atau orang lain yang menjadi referensi 
seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan 
pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan 
suatu perilaku yang diberikan. Hal ini akan 
membentuk variabel norma subjektif (subjectif 
norm). Ketiga adalah control belief, yaitu 
keyakinan individu yang didasarkan pada 
pengalaman masa lalu dengan perilaku, serta faktor 
atau hal-hal yang mendukung atau menghambat 
persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini 
membentuk variabel kontrol perilaku yang 
dipersepsikan (perceived behavioral control). 
Faktor utama dalam teori ini adalah niat seseorang 
untuk melaksanakan perilaku dimana niat 
diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan 
seseorang untuk mencoba atau seberapa besar 
usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku 
tersebut. Umumnya, semakin besar niat seseorang 
untuk berperilaku, semakin besar kemungkinan 
perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 
1991) 
Ajzen (1991) menyatakan ada tiga faktor 
independen yang menentukan niat seseorang untuk 
berperilaku. Pertama adalah sikap arah perilaku 
yang mengarah pada perasaan memihak 
(favorableness) atau perasaan tidak memihak 
(unfavorableness) terhadap suatu objek yang akan 
disikapi yang timbul dari adanya evaluasi 
individual atas keyakinan terhadap hasil yang 
didapatkan dari perilaku tersebut. Kedua adalah 
norma subjektif yang mengarah pada tekanan sosial 
yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku 
tertentu atau tidak. Ketiga adalah kontrol perilaku 
yang dipersepsikan yang mengarah pada persepsi 
mudah atau tidaknya untuk melaksanakan perilaku 
dan diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman 
di masa lalu seperti halangan dan rintangan yang 
diantisipasi. Kontrol perilaku yang dipersepsikan 
mengacu pada sejauh mana seorang individu 
merasa bahwa pelaksanaan atau bukan pelaksanaan 
dari perilaku yang dimaksud adalah di bawah 
kendali/kehendaknya. Umumnya, semakin 
memihak suatu sikap dan norma subjektif terhadap 
perilaku, dan semakin besar kontrol perilaku yang 
dipersepsikan, maka semakin besar pula niat 
individu untuk melakasanakan perilaku tersebut 
dibawah pertimbangannya. 
 
Sikap Ketidakpatuhan Pajak 
  Ajzen (1991) menjelaskan variabel sikap 
(attitude) terbentuk dari behavioral belief, yaitu 
keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan 
evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku 
tersebut. Sikap arah perilaku mengarah pada 
perasaan memihak (favorableness) atau perasaan 
tidak memihak (unfavorableness) terhadap suatu 
objek yang akan disikapi yang timbul dari adanya 
evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil 
yang didapatkan dari perilaku tersebut. Dalam 
kaitannya dengan ketidakpatuhan pajak, sikap 
ketidakpatuhan pajak akan terbentuk apabila wajib 
pajak mempunyai keyakinan dan evaluasi yang 
positif terhadap ketidakpatuhan pajak. Spicer dan 
Lundstedt (1976) meneliti tentang sikap wajib 
pajak di Amerika Serikat terhadap penggelapan 
pajak dan perilaku penggelapan yang dilaporkan 
sendiri menemukan bahwa sikap pajak 
berhubungan dengan persepsi atas ketidakadilan. 
Permatasari dan Laksito (2013) juga menyatakan 
jika sistem perpajakan yang berlaku semakin tidak 
adil menurut persepsi wajib pajak, maka tingkat 
kepatuhannya akan semakin menurun dan hal ini 
menunjukkan bahwa kecenderungan wajib pajak 
untuk melakukan tax evasion akan semakin tinggi.  
  Wallschutzky (1985) meneliti sikap wajib 
pajak Australia terhadap penghindaran dan 
penggelapan pajak. Temuan dari studi ini 
menunjukkan bahwa 86 persen dari responden 
menganggap bahwa tingkat pajak penghasilan 
sehubungan dengan tingkat pelayanan pemerintah 
terlalu tinggi, dan hal ini menjadi alasan utama 
tingginya tingkat penggelapan pajak. Hal ini 
menunjukkan bahwa sikap ketidakpatuhan pajak 
dan penggelapan pajak dilatarbelakangi oleh 
beberapa faktor. Persepsi wajib pajak atas 
ketidakadilan, tarif pajak yang tinggi, pengalaman 
dengan pemeriksaan pajak, dan tingkat pendapatan 
dapat mempengaruhi sikap seseorang untuk tidak 
patuh dan menggelapkan pajak. 
 
Norma Subjektif 
Norma subjektif mengarah pada tekanan 
sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan 
perilaku tertentu atau tidak. Norma subjektif 
terbentuk dari normative belief, yaitu keyakinan 
individu terhadap harapan normatif individu atau 
orang lain yang menjadi referensi/yang dianggap 
penting untuk menyetujui atau menolak melakukan 
suatu perilaku yang diberikan serta motivasi yang 
diberikan oleh orang-orang yang direferensikan 
tersebut kepada individu. Seseorang akan berniat 
untuk melakukan perilaku tertentu ketika dia 
merasa bahwa orang lain yang dianggap penting 
berpikir dia harus melakukannya. Orang-orang 
yang dianggap penting misalnya teman dekat, 
wajib pajak lain, aparat pajak/fiskus, konsultan 
pajak, dan lain-lain (Ajzen, 1991).   
  Wallschutzky (1985) menyatakan 
penasihat pajak/konsultan pajak berpengaruh 
signifikan atas penghindaran pajak oleh wajib pajak. 
Penelitian yang dilakukan oleh Bidin dan 
Shamsudin (2013) juga menunjukkan norma 
subjektif sebagai faktor yang paling berpengaruh 
terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku patuh. 
Pengaruh dari orang-orang sekitar serta motivasi 
yang diberikan oleh orang-orang sekitar atau orang-
orang yang dianggap penting dan paling 




berpengaruh seperti keluarga, teman, rekan kerja, 
konsultan pajak, dan lain-lain dapat mempengaruhi 
niat dan perilaku seseorang/wajib pajak untuk 
patuh atau tidak. 
   Jika orang-orang di sekitar wajib pajak 
yang dianggap penting memiliki sikap positif 
terhadap kepatuhan pajak, maka wajib pajak 
tersebut akan patuh membayar pajak. Sebaliknya, 
jika orang-orang di sekitar wajib pajak yang 
dianggap penting memiliki sikap negatif terhadap 
kepatuhan pajak, maka wajib pajak akan cenderung 
menghindari dan menggelapkan pajak. 
 
Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan 
  Ajzen (1991) menjelaskan kontrol 
perilaku yang dipersepsikan mengarah pada 
persepsi mudah atau tidaknya untuk melaksanakan 
perilaku dan diasumsikan untuk mencerminkan 
pengalaman di masa lalu seperti halangan dan 
rintangan yang diantisipasi. Variabel ini terbentuk 
dari control belief, yaitu keyakinan individu yang 
didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan 
perilaku, serta faktor atau hal-hal yang mendukung 
atau menghambat persepsinya atas perilaku. 
Kontrol perilaku yang dipersepsikan mengacu pada 
sejauh mana individu merasa bahwa pelaksanaan 
atau bukan pelaksanaan dari perilaku yang 
dimaksud adalah di bawah kendali/kehendaknya. 
Orang tidak mungkin membentuk niat yang kuat 
untuk melakukan perilaku jika mereka percaya 
bahwa mereka tidak memiliki sumber daya atau 
peluang untuk melakukannya bahkan jika mereka 
memegang sikap positif terhadap perilaku (sikap 
terhadap perilaku) dan percaya bahwa orang lain 
yang dianggap penting akan menyetujui perilaku 
tersebut (norma subjektif). 
  Bobek dan Hatfield (2003) menggunakan 
dua indikator untuk mengukur kontrol perilaku 
yang dipersepsikan, yaitu kemungkinan diperiksa 
dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan. 
Sedangkan Meutia, Mukhtaruddin,  dan Saputra 
(2013) mengukur kontrol perilaku yang 
dipersepsikan dengan kemungkinan adanya 
pemeriksaan pajak, denda dan sanksi, serta 
pelaporan pihak ketiga. Menurutnya, semakin 
banyak sumber daya dan kesempatan yang dimiliki, 
dan semakin sedikit hambatan yang dapat 
diantisipasi, maka semakin besar kontrol yang 
dipersepsikan individu atas perilaku. 
  Spicer dan Hero (1985) menjelaskan 
bahwa wajib pajak yang pernah diaudit/diperiksa 
cenderung dapat menilai kemungkinan 
pemeriksaan lebih tinggi dan hal ini dapat 
menurunkan tingkat penggelapan pajak mereka. 
Wajib pajak yang mempunyai pengalaman masa 
lalu pernah diperiksa akan cenderung lebih patuh 
dan mengurangi tigkat penggelapan pajaknya. Ayu 
(2011) juga mengatakan ketika seseorang 
menganggap bahwa kemungkinan terdeteksinya 
kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang 
dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk 
patuh terhadap aturan perpajakan dan tidak 
melakukan penggelapan pajak (tax evasion). Hal 
ini menunjukkan seberapa kuat pengalaman masa 
lalu seseorang yang pernah diaudit/diperiksa dan 
persepsi seseorang terhadap kemungkinan 
terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan 
pajak akan mempengaruhi niat orang tersebut untuk 
berperilaku di masa depan apakah dia mau 
melakukan penggelapan pajak atau tidak bila 
dihadapkan dengan fenomena yang sama. 
 
Niat untuk Melakukan Penggelapan Pajak 
Menurut Triandis (1980) yang dimaksud 
dengan niat adalah instruksi yang diberikan 
individu kepada dirinya sendiri untuk 
melaksanakan suatu perilaku tertentu. Ajzen (1991) 
mendefinisikan niat atau intensi sebagai usaha yang 
dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan 
tertentu. Mustikasari (2007) menyatakan niat 
diindikasikan dengan kecenderungan dan 
keputusan. Kecenderungan adalah kecondongan 
atau keinginan pribadi wajib pajak untuk patuh atau 
tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. Keputusan adalah keputusan 
pribadi yang dipilih wajib pajak untuk mematuhi 
atau tidak mematuhi peraturan perpajakan. Niat 
atau intensi adalah kecenderungan/ usaha seseorang 
untuk melakukan suatu perilaku tertentu. 
Penggelapan pajak atau tax evasion 
menurut Permatasari dan Laksito (2013) adalah 
usaha/ cara untuk meminimalisasi atau bahkan 
menghapus sama sekali jumlah pajak yang terutang 
yang merupakan pelanggaran dan tidak sejalan 
dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 
Dengan demikian, niat atau intensi untuk 
melakukan penggelapan pajak adalah 
kecenderungan seseorang untuk melakukan 
perilaku ketidakpatuhan pajak seperti penggelapan 
pajak yang merupakan pelanggaran dan tidak 
sejalan dengan ketentuan perundang-undangan 
perpajakan. 
Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak 
terhadap Niat untuk Melakukan Penggelapan 
Pajak 
  TPB menjelaskan ada 3 faktor yang 
mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku 
yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku 
yang dipersepsikan. Menurut Ajzen (1991) yang 
dimaksud dengan sikap adalah perasaan memihak 
(favorableness) atau perasaan tidak memihak 
(unfavorableness) terhadap suatu objek  yang akan 
disikapi. Perasaan memihak atau tidak memihak ini 
timbul dari behavioral belief, yaitu keyakinan akan 
hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian 
terhadap hasil perilaku tersebut. Dalam kaitannya 
dengan ketidakpatuhan pajak, sikap ketidakpatuhan 
pajak akan terbentuk apabila wajib pajak 




mempunyai keyakinan dan evaluasi yang memihak 
atau positif terhadap ketidakpatuhan pajak. 
  Hasil penelitian Mustikasari (2007) 
menunjukkan bahwa tax professional yang 
memiliki sikap ketidakpatuhan pajak yang tinggi, 
maka niat ketidakpatuhan pajaknya juga tinggi. 
Permatasari dan Laksito (2013) menyatakan jika 
sistem perpajakan yang berlaku semakin tidak adil 
menurut persepsi wajib pajak, maka tingkat 
kepatuhannya akan semakin menurun dan hal ini 
menunjukkan bahwa kecenderungan wajib pajak 
untuk melakukan tax evasion akan semakin tinggi. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap 
ketidakpatuhan pajak seseorang berpengaruh 
terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh dan 
melakukan penggelapan pajak. 
  Namun hasil penelitian Hidayat dan 
Nugroho (2010) menunjukkan bahwa sikap 
ketidakpatuhan pajak seseorang tidak selalu 
berpengaruh terhadap niat orang tersebut untuk 
tidak patuh. Sikap seseorang dapat berkebalikan 
dengan niat orang tersebut untuk patuh atau tidak. 
H1: Sikap ketidakpatuhan pajak berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap niat wajib pajak 
orang pribadi untuk melakukan penggelapan pajak. 
 
Pengaruh Norma Subjektif terhadap Niat untuk 
Melakukan Penggelapan Pajak 
  Dalam penelitiannya, Ajzen (1991) 
menyatakan yang dimaksud dengan norma 
subjektif adalah tekanan sosial yang dipersepsikan 
untuk melaksanakan perilaku tertentu atau tidak. 
Norma subjektif terbentuk dari normative belief, 
yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif 
individu atau orang lain yang menjadi referensi 
seperti teman, wajib pajak lain, aparat pajak, 
konsultan pajak, lingkungan sekitar untuk 
menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku 
yang diberikan serta motivasi yang mereka berikan 
kepada individu tersebut untuk berperilaku. 
  Wallschutzky (1985) menyatakan 
penasihat pajak/konsultan pajak memiliki pengaruh 
yang signifikan atas penghindaran pajak oleh wajib 
pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Bidin dan 
Shamsudin (2013) juga menunjukkan norma 
subjektif sebagai faktor yang paling berpengaruh 
terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku patuh. 
  Mustikasari (2007) menemukan bahwa 
pengaruh orang sekitar atau tekanan sosial yang 
kuat mempengaruhi niat seseorang untuk 
berperilaku. Hasil penelitian Hidayat dan Nugroho 
(2010) menunjukkan jika tekanan sosial disekitar 
wajib pajak adalah untuk patuh, maka niat wajib 
pajak tersebut akan cenderung untuk patuh juga 
terhadap pajak. Begitu juga sebaliknya, jika 
tekanan sosial disekitar tidak patuh, maka niatnya 
akan cenderung tidak patuh terhadap pajak. 
H2: Norma subjektif berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap niat wajib pajak orang pribadi 
untuk melakukan penggelapan pajak. 
 
Pengaruh Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan 
terhadap Niat untuk Melakukan Penggelapan 
Pajak 
  Menurut Ajzen (1991), salah satu faktor 
yang mepengaruhi niat seseorang untuk melakukan 
perilaku adalah kontrol perilaku yang dipersepsikan. 
Kontrol perilaku yang dipersepsikan mengarah 
pada persepsi mudah atau tidaknya untuk 
melaksanakan perilaku dan diasumsikan untuk 
mencerminkan pengalaman di masa lalu seperti 
halangan dan rintangan yang diantisipasi. Variabel 
ini terbentuk dari control belief, yaitu keyakinan 
individu yang didasarkan pada pengalaman masa 
lalu dengan perilaku, serta faktor atau hal-hal yang 
mendukung atau menghambat persepsinya atas 
perilaku (Ajzen, 1991). 
  Spicer dan Hero (1985) menjelaskan 
bahwa wajib pajak yang pernah diaudit/diperiksa 
cenderung dapat menilai kemungkinan 
pemeriksaan lebih tinggi dan hal ini dapat 
menurunkan tingkat penggelapan mereka. Wajib 
pajak yang mempunyai pengalaman masa lalu 
pernah diperiksa akan cenderung lebih patuh dan 
mengurangi tigkat penggelapan pajaknya. Hidayat 
dan Nugroho (2010) menjelaskan kontrol perilaku 
yang dipersepsikan tidak selalu mencerminkan niat 
seseorang untuk berperilaku. Menurutnya, 
walaupun pada awalnya tingkat kontrol perilaku 
yang dipersepsikan seseorang tinggi, dapat saja 
menyebabkan rendahnya niat perilaku 
ketidakpatuhan pajak.   
  Sedangkan menurut Meutia et al (2013) 
semakin banyak sumber daya dan kesempatan yang 
dimiliki, dan semakin sedikit hambatan atau 
hambatan yang dapat diantisipasi, maka semakin 
besar kontrol yang dipersepsikan individu atas 
perilaku sehingga individu berniat untuk 
melakukan perilaku tersebut. Mustikasari (2007) 
menyatakan bahwa kontrol perilaku yang 
dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap niat berperilaku. Ajzen (1991) juga 
menyatakan umumya semakin tinggi kontrol 
perilaku yang dimiliki seseorang, maka semakin 
kuat niat seseorang untuk melaksanakan perilaku 
tersebut dibawah kendalinya. 
 
H3: Kontrol perilaku yang dipersepsikan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 
wajib pajak orang pribadi untuk melakukan 
penggelapan pajak. 
 
Kajian Penelitian Terdahulu 
  Hidayat dan Nugroho (2010) meneliti 
tentang peran TPB dan kewajiban moral terhadap 
perilaku ketidakpatuhan pajak wajib pajak orang 




pribadi. Mereka meneliti wajib pajak orang pribadi 
efektif yang terdaftar di KPP Pratama di Surabaya. 
Hasilnya menunjukkan hanya variabel norma 
subjektif dan kewajiban moral yang memiliki 
pengaruh positif terhadap niat ketidakpatuhan pajak.  
  Oh dan Lim (2011) meneliti tentang niat 
ketidakpatuhan pajak perusahaan perseorangan di 
Malaysia. Mereka menemukan bahwa hasil 
penelitian mereka menunjukkan sikap terhadap 
biaya pajak yang diharapkan di masa depan dan 
keadilan sistem pajak, ahli pajak yang tidak 
disetujui, dan variabel demografis seperti usia dan 
jenis kelamin berpengaruh positif signifikan 
terhadap niat ketidakpatuhan pajak. 
  Penelitian yang dilakukan oleh Basri, 
Surya, Fitriasari, Novriyan, dan Tania (2012) 
tentang faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan 
pajak juga menggunakan TPB dalam penelitiannya. 
Penelitian ini menguji pengaruh sikap yang 
menggunakan keadilan, norma subyektif (sosial 
dan moral) dan kontrol perilaku (sanksi legal dan 
religiusitas) terhadap niat berperiku tidak patuh dan 
ketidakpatuhan pajak. Dari hasil pengujian SEM 
(Structural Equation Modeling) disimpulkan bahwa 
hanya keadilan yang mempengaruhi niat 
ketidakpatuhan pajak, sedangkan niat, sanksi legal, 
dan religiusitas berpengaruh terhadap perilaku 
ketidakpatuhan pajak.  
  Spicer dan Lundstedt (1976) meneliti 
tentang sikap wajib pajak di Amerika Serikat 
terhadap penggelapan pajak dan perilaku 
penggelapan yang dilaporkan sendiri menemukan 
bahwa sikap terhadap pajak untuk patuh atau tidak 
berhubungan dengan persepsi atas ketidakadilan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor 
latar belakang berhubungan secara signifikan 
terhadap sikap responden, yaitu usia, pengalaman 
dengan pemeriksaan pajak, dan tingkat  dan sumber 
pendapatan keluarga. 
  Spicer dan Hero (1985) menguji hubungan 
antara tingkat penggelapan sendiri wajib pajak dan 
perilaku yang dipersepsikan orang lain dan 
pengalaman diperiksa. Studi mereka menunjukkan 
bahwa wajib pajak yang pernah diaudit/diperiksa 
cenderung dapat menilai kemungkinan 
pemeriksaan lebih tinggi dan hal ini dapat 
menurunkan tingkat penggelapan mereka.  
  Crane dan Nourzad (1990) meneliti 
pengaruh dari tarif pajak marjinal terhadap 
penggelapan pajak penghasilan dan mereka 
menemukan bahwa wajib pajak dengan tingkat 
pendapatan yang lebih tinggi cenderung untuk 
menghindari/melakukan penggelapan pajak lebih 
banyak. 
  Smart (2013) meneliti tentang penerapan 
TPB dan SEM terhadap perilaku kepatuhan pajak 
di Selandia Baru. Hasil penelitiannya menunjukkan 
variabel sikap berdasarkan sanksi non-hukum 
seperti moral pajak dan kontrol perilaku yang 
dipersepsikan melalui ada tidaknya pelaporan pihak 
ketiga serta kesempatan untuk memperkecil 
pendapaaan berpengaruh signifikan terhadap niat 
untuk berperilaku patuh. 
  Bobek dan Hatfield (2003) menganalisa 
tentang TPB dan peran kewajiban moral dalam 
kepatuhan pajak. Sikap, norma subjektif, kontrol 
perilaku yang dipersepsikan, dan kewajiban moral 
digunakan untuk menjelaskan faktor yang 
mempengaruhi niat ketidakpatuhan pajak wajib 
pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus 
dibayar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang 
dipersepsikan, dan kewajiban moral memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap niat 
ketidakpatuhan pajak. 
 Mustikasari (2007) meneliti tentang 
kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri 
pengolahan di Surabaya. Hasilnya menunjukkan 
bahwa tax professional yang memiliki sikap 
terhadap ketidakpatuhan positif, pengaruh orang 
sekitar tax professional yang tidak kuat, kewajiban 
moral yang rendah, dan kontrol perilaku yang 
dipersepsikan tinggi maka niat ketidakpatuhan 
pajaknya tinggi. Dia juga mengemukakan bahwa 
diantara variabel bebas yang diteliti, variabel 
kontrol perilaku yang dipersepsikan mempunyai 




Pada penelitian ini dilakukan analisis 
regresi berganda untuk membuktikan apakah ada 
pengaruh signifikan dari variabel Sikap 
Ketidakpatuhan Pajak (X1), Norma Subjektif (X2), 
dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan (X3) 
terhadap Niat Wajib Pajak untuk Melakukan 
Penggelapan Pajak (Y) dengan model analisis 









Skala pengukuran yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah skala pengukuran interval, di mana 
responden diminta untuk menentukan pilihan jawaban 
pada ranking sesuai dengan yang dipersepsikan oleh 
























penelitian ini adalah skala Likert. Skala likert 
digunakan untuk menilai tingkat kesetujuan dan 
ketidaksetujuan responden pada suatu pernyataan 
(Malhotra dan Birks, 2006). Pada penelitian ini, 
digunakan 5 poin rating skala likert, yaitu : 
1 = Sangat Tidak Setuju 
2 = Tidak Setuju 
3 = Netral 
4 = Setuju 
5 = Sangat Setuju 
Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif 
yaitu data yang diukur dengan skala numerik. 
Sedangkan untuk prosedur pengumpulan data dilakukan 
melalui proses penyebaran kuesioner kepada responden. 
Populasi pada penelitian ini adalah semua wajib pajak 
orang pribadi di Surabaya Barat di mana jumlahnya tidak 
diketahui. Adapun teknik sampling yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah judgement sampling di 
mana pemilihan sampel didasarkan atas 
pertimbangan peneliti sendiri (Malhotra dan Birks, 
2006). Adapun kriteria yang ditetapkan peneliti 
dalam memilih sampel adalah wajib pajak orang 
pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan 
omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun di 
Surabaya Barat. Karena jumlah populasi tidak 
diketahui, maka dalam penelitian ini akan digunakan 
rumus Lemeshow (1997) untuk menentukan jumlah 
sampel minimal yang diperlukan. Adapun rumus 
tersebut adalah sebagai berikut :  
 
𝑛 =




Di mana : 
            n = jumlah sampel minimal yang diperlukan 
            Z = tingkat kepercayaan 
            p = maximal estimation (0,5) 
            D = limit dari eror atau presisi absolut  
 
Melalui rumus di atas, peneliti akan menentukan 
jumlah sampel dengan data di bawah ini : 
              Z = 95% 
            p = 0,5 
   D = 10% 
𝑛 =





0,5 (1 − 0,5)(1,962)
(0,12)
= 96,04 = 100 
 
 Teknik analisa data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas, uji 
asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.  
 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah 
atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner 
dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 
diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Uji 
validitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
melalui analisis butir-butir, dimana untuk menguji 
setiap butir maka skor total valid tidaknya suatu 
item dapat diketahui dengan membandingkan 
antara angka korelasi product moment Pearson (r 
hitung) pada level signifikansi 0,05 nilai kritisnya. 
 Uji reliabilitas merupakan alat yang 
digunakan untuk mengukur kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. 
Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika 
jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 
konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 
2012). Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini 
adalah dengan uji statistic Cronbach Alpha (α). 
Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika 
memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,6 (Ghozali, 
2011:48).  
 Uji asumsi klasik ini dilakukan adalah sebagai 
alat peramalan atau prediksi yang baik agar model 
dalam penelitian dapat digunakan. Uji asumsi 
klasik ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas 
dan heteroskedastisitas. 
 Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan 
metode analisis regresi berganda dengan bantuan 
program SPSS dengan persamaan : 
Y=  α + b1X1+ b2X2+ b3X3 + e 
Dimana :  
X1   : Sikap Ketidakpatuhan Pajak 
X2  : Norma Subjektif 
X3  :Kontrol Perilaku yang 
Dipersepsikan 
Y   :Niat Wajib Pajak untuk 
Melakukan Penggelapan Pajak 
 α : Konstanta 
 b : Koefisien Regresi 
 e : Error 
 
Pengujian menggunakan uji t dengan dasar pengambilan 
keputusan adalah : 
 Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan Ha 
diterima 
 Dengan tingkat signifikansi (α) = 5%, jika sig. 
penelitian < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian 
adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan 
kegiatan usaha dengan omzet dibawah 4,8 M per 
tahun di Surabaya Barat yang memiliki NPWP. 
Sampel diambil dengan metode purposive sampling, 
yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan 
tertentu oleh peneliti yang diterapkan berdasarkan 
tujuan penelitian (Sugiyono, 2001). Teknik 
pemilihan sampel ini dipilih untuk memudahkan 
peneliti dalam pengumpulan sampel yang akan 
digunakan. Kuesioner yang disebar berjumlah 120 
kuesioner, namun kuesioner yang layak dipakai dan 
diolah 100 kuesioner karena sisanya tidak 
mempunyai NPWP atau tidak diisi secara lengkap 
dan benar. Adapun deskripsi profil responden 
meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 
dan jenis usaha yang dapat dilihat pada masing-
masing tabel di bawah ini. 










20-24 Tahun 25 25 
25-35 Tahun 22 22 
>35 Tahun 53 53 
Total 100 100 
Sumber: Data primer yang diolah, 2014 
Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa responden 
mayoritas berusia lebih dari 35 tahun yaitu 
sebanyak 53 responden (53%). Pada tabel 4.1 
menunjukkan bahwa responden yang berusia 20-24 
tahun sebanyak 25 (25%), 22 responden (22%)  
berusia antara 25 – 35 tahun, 53 responden (53%) 
berusia lebih dari 35 tahun. 








Pria 81 81 
Wanita 19 19 
Total 100 100 
 
Sumber: Data primer yang diolah, 2014 
Komposisi responden yang masing-
masing sebanyak 81 dan 19 ini menunjukkan 
bahwa setidaknya dalam penelitian ini telah 
terwakili secara dominan oleh kelompok pria. 
Pada tabel 2 menunjukkan bahwa 81 responden 
adalah pria (81%) , dan 19 responden adalah 
wanita (19%). 







D3 8 8 
S1 56 56 
S2 4 4 
S3 4 4 
Lainnya 28 28 
Total 100 100 
Sumber: Data primer yang diolah, 2014 
Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa 8 
responden (8%) berpendidikan D3, 56 
responden (56%) berpendidikan S1, 4 
responden (4%) berpendidikan S2, 4 responden 
(4%) berpendidikan S3, dan 28 responden (28%) 
berpendidikan lainnya. 







Dagang 59 59 
Jasa 32 32 
Industri 9 9 
Lainnya 0 0 
Total 100 100 
Sumber: Data primer yang diolah, 2014 
Pada tabel 4 menunjukkan bahwa 
responden yang memiliki jenis usaha dagang 
sebanyak 59 responden (59%), yang memiliki 
jenis usaha jasa sebanyak 32 responden (32%), 
yang memiliki jenis udaha industri sebanyak 9 
responden (9%), dan yang memiliki jenis usaha 
lainnya tidak ada atau 0 responden (0%). 
Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach’s Alpha Kesimpulan 
SKP 0,637 Reliabel 
NS 0,839 Reliabel 
KPD 0,855 Reliabel 
NMPP 0,823 Reliabel 
Sumber : Data Primer yang diolah 
Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai 
Cronbach Alpha untuk masing-masing variabel > 
0,6, sehingga alat ukur penelitian ini dinyatakan 
reliabel.  
Hasil Uji Normalitas 
 Untuk mengetahui kepastian sebaran data 
yang diperoleh harus dilakukan uji normalitas 
terhadap data yang bersangkutan. Dengan 
demikian, analisis statistika yang pertama harus 
digunakan dalam rangka analisis data adalah 
analisis statistik berupa uji normalitas. Uji 
normalitas bertujuan untuk menguji variabel 
independen dan variabel dependen memiliki 
distribusi normal atau tidak. Uji statistik yang 
digunakan untuk uji normalitas data dalam 
penelitian ini adalah uji statistik non-parametrik 
Kolmogorov-Smirnov (K-S). Apabila angka 
signifikansi (Sig) > α = 0,05, maka data  tersebut 
berdistribusi normal.  




Tabel 6. Hasil Uji Normalitas 
Keterangan K-S Z* 
2 tailed p.** 
Persamaan Regresi  0,899 0,394 
Sumber : Data primer yang diolah (Lampiran 5) 
*K-S Z : Kolmogorov-Smirnov test Z 
**2 tailed p : Asymp. Sig. 2-tailed 
 Hasil uji normalitas pada Tabel 6 di atas 
didapatkan nilai K-S sebesar 0,899. Dari tabel 
diatas juga dapat terlihat bahwa nilai Kolmogorov-
Smirnov untuk persamaan regresi signifikan di atas 
0,05. Hal ini berarti bahwa model regresi 
memenuhi asumsi normalitas. 
Hasil Uji Multikolinieritas 
 Uji multikolinieritas bertujuan untuk 
menguji apakah dalam suatu model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel 
independen penelitian. Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 
independen. Ada tidaknya korelasi antar variabel 
tersebut dapat diketahui dengan melihat nilai 
tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). 
Apabila nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka 
dinyatakan tidak ada korelasi sempurna antar 
variabel independen dan sebaliknya (Ghozali, 
2011). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat tabel 
4.11 berikut: 












han Pajak 0,884 1,132 
Tidak ada 
multikolinie
ritas   
Norma 
Subjketif 0,567 1,764 
Tidak ada 
multikolinie





an 0,601 1,663 
Tidak ada 
multikolinie
ritas   
Sumber: Data primer yang diolah (Lampiran 5) 
 
 Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa 
masing-masing variabel independen yaitu sikap 
ketidakpatuhan pajak, norma subjektif, dan kontrol 
perilaku yang dipersepsikan mempunyai nilai 
tolerance lebih dari 0,1 yang berarti tidak ada 
korelasi antar variabel independen. Hasil 
perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) 
juga menunjukkan hal yang sama. Ketiga variabel 
independen diatas memiliki nilai VIF kurang dari 
10. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam 
model regresi tidak terjadi multikolinieritas antar 
variabel independen tersebut. 
Hasil Uji Heteroskedastisitas  
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 
menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu 
pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas 
menunjukan bahwa variasi variabel tidak sama 
untuk semua pengamatan. Pada heteroskedastisitas 
kesalahan yang terjadi tidak secara acak tetapi 
menunjukan hubungan yang sistematis sesuai 
dengan besarnya satu atau lebih variabel. 
Berdasarkan hasil pengolahan data, maka hasil 
Scatterplot dapat dilihat pada gambar berikut: 
 
Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Sumber: Data primer yang diolah 
Dari grafik Scatterplot yang ada pada 
gambar 2 dapat dilihat bahwa titik - titik menyebar 
secara acak dan merata, serta tersebar baik di atas 
maupun dibawah angka nol (0) pada sumbu Y. Hal 
ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 
2011:139). 
Pengujian Hipotesis 
Analisis Regresi Linear Berganda 
Dalam pengolahan data dengan 
menggunakan regresi linear, dilakukan beberapa 
tahapan untuk mencari hubungan antara variabel 




independen dan variabel dependen, melalui 
hubungan variabel sikap ketidakpatuhan pajak, 
norma subjketif, dan kontrol perilaku yang 
dipersepsikan terhadap niat untuk nelakukan 
penggelapan pajak. Hasil regresi dapat dilihat pada 
tabel  dibawah ini: 














(Constant) -0,808  0,588 Tidak 
Signifikan 
SSKP 0,522 
5,758 0,000 Signifikan 
NNS 0,445 





Sumber data :  Data primer yang diolah  
Keterangan   : - Jumlah data (observasi) = 100 
  - Nilai Ttabel :   = 5% =  
1,66071 
  - Dependent Variabel Niat 
Melakukan Penggelapan Pajak 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat dibuat 
persamaan regresi yaitu: 
Y = -0,808 + 0,522.X1 + 0,445.X2 + 
0,050.X3 + ε 
Adapun interpretasi dari persamaan 
tersebut adalah : 
1. Nilai konstanta (α) adalah -0,808, ini 
menunjukkan bahwa apabila nilai variabel 
sikap ketidakpatuhan pajak, norma subjektif, 
dan kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah 
0, maka besarnya nilai niat untuk melakukan 
penggelapan pajak akan menurun sebesar  
0,808.  
2.  Nilai koefisien regresi (1) variabel sikap 
ketidakpatuhan pajak (X1) bernilai positif, 
yaitu 0,522. Artinya bahwa setiap variabel 
sikap ketidakpatuhan pajak meningkat 1 kali, 
maka besarnya nilai niat untuk melakukan 
penggelapan pajak akan meningkat sebesar 
0,522.  
3.  Nilai koefisien regresi (2) variabel norma 
subjektif (X2) bernilai positif, yaitu 0,445. 
Artinya bahwa setiap variabel norma subjektif 
meningkat 1 kali, maka besarnya nilai niat 
untuk melakukan penggelapan pajak akan 
meningkat sebesar 0,445. 
4.  Nilai koefisien regresi (3) variabel kontrol 
perilaku yang dipersepsikan (X3) bernilai 
positif, yaitu 0,050. Artinya bahwa setiap 
variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan 
meningkat 1 kali, maka besarnya nilai niat 
untuk melakukan penggelapan pajak akan 
meningkat sebesar 0,050. 
 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
 Uji ini dilakukan untuk mengukur 
kemampuan variabel-variablel independen yaitu 
sikap ketidakpatuhan pajak, norma subjektif, dan 
kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam 
menjelaskan variasi variabel dependen yaitu niat 
untuk melakukan penggelapan pajak. Hasil uji 
koefisien Adjusted R Square dapat dilihat pada 
tabel 4.14: 
 
Tabel 9. Koefisien Determinasi 
 
R R Square Adjusted 
R Square 
Std. Error of 
the Estimate 
.773a .597 .584 1.84559 
a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2  
b. Dependent variable: y 
Sumber: Data perimer yang diolah 
 
 Berdasarkan analisis data tabel 9 
menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi 
berganda (R) sebesar 0,773. Ini menunjukkan 
bahwa variabel sikap ketidakpatuhan pajak, norma 
subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan 
terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak 
mempunyai hubungan yang sangat kuat. Dari tabel 
diatas juga dapat dilihat nilai koefisien Adjusted R 
Square adalah sebesar 0,584 hal ini berarti 58,4% 
variabel niat untuk melakukan penggelapan pajak 
dapat dipengaruhi oleh variabel sikap 
ketidakpatuhan pajak, norma subjektif, dan kontrol 
perilaku yang dipersepsikan. Sedangkan sisanya 
(100% - 58,4% = 41,6%) dijelaskan oleh variabel 
lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian 
ini. 
Hasil Uji t 
 Uji statistik t digunakan untuk menguji 
pengaruh dari masing-masing variabel independen 
secara parsial atau individual terhadap variabel 
dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh masing - masing variabel independen 
secara parsial terhadap variabel dependen dapat 
dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji 
statistik t dapat dilihat pada tabel 4.15, jika nilai 
probability t < 0,05 maka Ha diterima dan Ho 




ditolak, sedangkan jika nilai probability t > 0,05 
maka Ho diterima dan Ha ditolak. (Ghozali, 2011: 
101). 
 















(Constant) -.808 1.486  -.544 .588 
x1 .522 .091 .397 5.758 .000 
x2 .445 .075 .509 5.912 .000 
x3 .050 .086 .049 .587 .559 
a. Dependent Variable: y 
Sumber: Data primer yang diolah 
Berdasarkan perhitungan pada tabel 9 
dapat diuraikan hasil pengujian hipotesis dan 
pembahasannya sebagai berikut: 
Hasil uji hipotesis 1: Pengaruh Sikap 
Ketidakpatuhan Pajak terhadap Niat untuk 
Melakukan Penggelapan Pajak 
 Hasil uji hipotesis 1 yang ditunjukkan 
pada tabel 4.14, variabel sikap ketidakpatuhan 
pajak mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000 
dan nilai t sebesar 5,758. Hal ini berarti Ha1 
diterima sehingga dapat dikatakan bahwa sikap 
ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap niat untuk melakukan 
penggelapan pajak karena nilai t statistik 5,758 > t 
hitung 1,660  dengan tingkat signifikansi yang 
dimiliki variabel sikap ketidakpatuhan pajak < 0,05 
(0,000 < 0,05). Hal ini menunjukkan semakin 
tinggi sikap ketidakpatuhan pajak seseorang, maka 
niat untuk melakukan penggelapan pajak akan 
semakin tinggi juga.  
Hasil uji hipotesis 2: Pengaruh Norma Subjektif 
terhadap Niat untuk Melakukan Penggelapan 
Pajak 
 Hasil uji hipotesis 2 yang ditunjukkan 
pada tabel 4.14, variabel norma subjektif 
mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan 
nilai t sebesar 5,912. Hal ini menunjukkan Ha2 
diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa norma 
subjektif berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak 
karena nilai t statistik 5,912 > t hitung 1,660 
dengan tingkat signifikansi yang dimiliki variabel 
norma subjektif < 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 
pengaruh norma subjektif atau orang disekitar, 
maka niat seseorang untuk melakukan penggelapan 
pajak semakin tinggi.  
Hasil uji hipotesis 3: Pengaruh Kontrol Perilaku 
yang Dipersepsikan terhadap Niat untuk 
Melakukan Penggelapan Pajak 
 Hasil uji hipotesis 3 yang ditunjukkan 
pada tabel 4.14, variabel kontrol perilaku yang 
dipersepsikan mempunyai tingkat signifikansi 
sebesar 0,559 dan nilai t sebesar 0,587. Hal ini 
menunjukkan Ha3 ditolak sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel kontrol perilaku yang 
dipersepsikan tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak 
karena nilai t statistik 0,587 <  t hitung 1,660 
dengan tingkat signifikansi yang dimiliki variabel 
kontrol perilaku yang dipersepsikan > 0,05 (0,559 > 
0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh 
kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat 
melakukan penggelapan pajak yang tidak 
signifikan menjelaskan bahwa tingkat persepsi 
seseorang terhadap kontrol yang dimilikinya dalam 
berperilaku tidak mendominasi atau mempengaruhi 
niat seseorang untuk berperilaku.  
Hasil Uji F 
Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui 
pengaruh semua variabel independen yang 
dimasukkan dalam model regresi secara bersama-
sama terhadap variabel dependen yang diuji pada 
tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik F dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini, jika nilai 
probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima 
dan menolak Ho, sedangkan jika nilai probabilitas 
lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan 
menolak Ha. 
Tabel 10. Hasil Uji F 
ANOVAa 








 483.916 3 161.305 47.357 .000b 
 326.994 96 3.406   






 810.910 99 
   
a. Dependent Variable: y 
b. Predictors: (Constant), x3, x1, x2 
Sumber: Data primer yang diolah 
 
 Hasil uji F dapat dilihat dari tabel 10 
diatas dan diketahui bahwa nilai F sebesar 47.357 
dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat 
signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 maka 
Ha4 diterima. Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa sikap ketidakpatuhan pajak, norma subjektif, 
dan kontrol perilaku yang dipersepsikan 
berpengaruh secara simultan atau bersama-sama 




 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bahwa sikap ketidakpatuhan pajak, norma subjektif, 
dan kontrol perilaku yang dipersepsikan 
berpengaruh terhadap niat untuk melakukan 
penggelapan pajak. Responden penelitian ini 
berjumlah 100 orang Wajib Pajak Orang Pribadi di 
wilayah Surabaya. Berdasarkan pada data yang 
telah dikumpulkan dan pengujian yang telah 
dilakukan terhadap permasalahan dengan 
menggunakan model regresi berganda, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut:  
1. Pengujian hipotesis yang dilakukan 
membuktikan secara parsial variabel sikap 
ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap niat untuk melakukan 
penggelapan pajak. Wajib pajak yang mempunyai 
sikap positif terhadap ketidakpatuhan pajak, maka 
niat untuk melakukan penggelapan pajaknya 
semakin tinggi.  
2. Pengujian hipotesis yang dilakukan 
membuktikan secara parsial variabel norma 
subjektif berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak. 
Wajib pajak akan memliki niat untuk melakukan 
penggelapan pajak jika wajib pajak merasa bahwa 
orang yang dianggap penting dan lingkungan 
sekitar berpikir dia harus melakukan penggelapan 
pajak serta memotivasinya untuk melakukan 
penggelapan pajak.  
3. Pengujian hipotesis yang dilakukan 
membuktikan secara parsial variabel kontrol 
perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh 
secara signifikan. Kontrol perilaku yang 
dipersepsikan tidak selalu mencerminkan niat wajib 
pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini 
menjawab rumusan masalah ketiga bahwa kontrol 
perilaku yang dipersepsikan oleh wajib pajak orang 
pribadi tidaklah mempengaruhi niatnya untuk 
melakukan penggelapan pajak. 
 
Saran 
 Hasil menyatakan sikap ketidakpatuhan 
pajak, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang 
dipersepsikan sangat penting dalam mempengaruhi 
niat untuk melakukan penggelapan pajak pada 
wilayah Surabaya maka perlu adanya analisa dan 
tindaklanjut mengenai sikap ketidakpatuhan pajak, 
norma subjektif, dan kontrol perilaku yang 
dipersepsikan. Dengan demikian peneliti akan 
memberikan beberapa saran untuk penelitian 
selanjutnya:  
1. Menambah jumlah responden dan wilayah 
penelitian sehingga menambah sebuah penelitian 
yang lebih baik.  
2. Menambahkan jumlah variabel independen yang 
dapat mempengaruhi niat untuk melakukan 
penggelapan pajak, seperti kewajiban moral dan 
religiusitas.  
3. Tidak hanya menggunakan kuisioner tapi juga 
melakukan wawancara secara langsung. 
4. Menggunakan sampel dengan kriteria lain 
misalnya menggunakan wajib pajak orang pribadi 
yang melakukan pembukuan. 
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